BAB  III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Permasalahan yang muncul sebagai konsekwensi lembaga baru yang berorientasi pada pelayanan publik, dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, yakni permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
1. Kurang sinergisnya kerjasama Instansi pemerintah dengan dunia usaha;
2. Belum optimalnya pengembangan Penanaman Modal;
3. Kurang efektifnya penyelenggaraan pameran investasi;
4. Kurangnya informasi mengenai laporan perkembangan realisasi investasi;
5. Kurang optomalnya pelayanan investasi melalui program SPIPISE.
Sedangkan permasalahan eksternal yang muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, adalah:  
1. Kurangnya kesadaran para pengusaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
2. Kurangnya kepatuhan masyarakat/PNS dalam pengurusan/ pemilikan IMB;
3. Kurangnya kepatuhan dunia usaha terhadap IMB;
4. Kurangnya koordinasi antar SKPD.
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	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	Jumlah Nilai Investasi
	324.436.000.000
	1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Kuantitas dan Kualitas);
2. Sarana dan Prasarana;
3. Standard Operasinal Pelayanan;
4. Ketersediaan Anggaran.
	1. Peraturan Perundang – undangan;
2. Dinamika masyarakat;
3. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi;
4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Kuantitas dan Kualitas Perangkat Daerah)
	1. Terbatasnya sumber daya manusia 
2. Kompetensi pendidikan masih jauh dari yang diharapkan
3. Sarana dan prasarana yang belum terintegrasi dengan Teknologi Informasi
4. Tata ruang/bangunan belum sesuai dengan standard minimal pelayanan
5. Regulasi (Undang-undang, peraturan menteri terkait, perda dll) masih sangat terbatas.



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Sejahtera 
Artinya suatu kondisi dimana masyarakat telah mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan dan pendidikan serta sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini setidaknya diperlukan dua syarat. Pertama, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri maka masyarakat memerlukan pendapatan perkapita yang cukup. Dalam hal ini maka seberapa jauh pengembangan agrobisnis mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi disertai dengan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, seandainya syarat pertama tidak terwujud, maka Pemerintah Daerah berkewajiban membantu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya akan mendapatkan bantuan sosial baik dalam bentuk subsidi atau bantuan sosial lainnya. Untuk bisa mewujudkannya, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pendapatan regional yang cukup guna membiayai kebutuhan perlindungan sosial tersebut. Dalam hal ini, sumbangan agrobisnis pada pendapatan regional merupakan salah satu tantangan yang cukup besar untuk dipikirkan dalam pengembangan program agrobisnis. Dengan demikian, beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya kondisi sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan dasar warga, tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi dan berkesinambungan, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, tersedianya berbagai infrastruktur pelayanan dasar dan terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik di semua elemen.

C. Telaah Renstra BKPM dan BPMD Jawa Tengah
  Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen  telah menempuh berbagai upaya guna mengoptimalkan dan memaksimalkan pemanfaatan semua potensi yang dimiliki dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya.
Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah menjadikan Kabupaten Kebumen terbuka  terhadap Investor dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi investor dalam menanamkan modalnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mendukung iklim investasi.
Guna mendukung kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk satu lembaga yang secara khusus menangani hal tersebut yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
Keberadaan Perangkat Daerah Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Kabupaten Kebumen sangat strategis untuk  dapat  memberikan  pelayanan perijinan  dan investasi secara mudah, murah, cepat, transparan, akuantabel, kepada masyarakat/investor yang membutuhkan. Dengan demikian maka akan terbuka lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. 
Untuk dapat mewujudkan kebijakan dimaksud diperlukan adanya elemen pendukung berupa kelembagaan yang efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang handal dan profesional serta berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)  Pelaksanaan good governance dan clean governance merupakan salah satu kunci aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan tetap kokohnya praktek tata kelola pemerintahan yang baik. 
Sebagai suatu lembaga yang masih baru, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen tidak akan lepas dari berbagai kekurangan dan hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu dukungan dari berbagai pihak dan strategi yang matang sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan  dapat berjalan dengan baik.
Dari aspek kelembagaan, Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen sudah berdasarkan Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014  Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah, satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 111).
Aspek teknologi informatika telah dirintis dengan terlebih dahulu memberikan pelayanan informasi penanaman modal dan perizinan melalui fasilitas internet atau yang disebut SPIPISE. Layanan informasi penanaman investasi ini telah dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang pada saat itu berada di luar Kabupaten Kebumen. Meskipun demikian pelaku usaha ini akan dengan mudah mengetahui secara detail proses perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Kebumen.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, terdapat 43 (empat puluh tiga) jenis perizinan.
Adapun  kewenangan pelayanan perijinan yang dilimpahkan meliputi :
1. Izin Prinsip ;
2. lzin Lokasi/IPLT/Penetapan Lokasi
3. lzin Gangguan (HO)
4. lzin Penggilingan Padi Keliling
5. lzin Usaha Pengangkutan
6. lzin Trayek
7. Izin Insidentil
8. lzin Mendirikan Bangunan
9. lzin Usaha Industri (IUI)
10. Tanda Daftar Industri (TDI)
11. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
12. Tanda Daftar Gudang (TDG)
13. Tanda Daftar Perusahaan
14. lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
16. Izin Penggunaan Gedung Juang
17. Izin Penggunaan Stadion Candradimuka
18. Izin Penggunaan Alun-alun Kebumen
19. Izin Pemasangan Reklame
20. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet
21. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum
22. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus
23. Izin Klinik Pratama
24. Izin Klinik Utama
25. Izin Laboratorium Klinik Pratama
26. Izin Laboratorium Klinik Utama
27. Izin Apotek
28. Izin Toko Obat
29. Izin Optik
30. Izin Industri Rumah Tangga, Makanan Minuman
31. Tanda Daftar Depot Air Minum
32. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional
33. Izin Operasional Pendirian Bursa Kerja Khusus
34. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
35. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Buruh (Out Sourching)
36. Izin Pembuatan Tambak
37. Izin Usaha Perikanan
38. Izin Usaha Peternakan
39. Izin Pemakaian Tanah Pengairan
40. Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat
41. Izin Penggunaan Tanah/Bangunan Milik Pemkab.
42. Izin Menempati Kios/Los, dan
43. Izin Usaha/Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan
Dari ke 43 (empat puluh tiga) ) jenis izin diatas tidak semua dilaksanakan, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, artinya ada beberapa jenis izin yang belum diusahakan oleh masyarakat atau telah diusahakan tetapi belum memenuhi syarat yang ditentukan.
Adapun jenis Izin, Persyaratan beserta biaya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 

	No.
	Uraian
	Satuan
	2013
	2014
	2015

	1.
	Pelayanan Ijin :
Ijin yang masuk
	Buah
	4.394
	5.887
	7.034

	2.
	Investasi
	Milyar Rp.
	180,014
	216,631
	324,436

	3.
	Alokasi Dana
	Juta Rp.
	153.089,7
	677.610
	398.249

	4.
	Target PAD
	Juta Rp.
	248.350,-
	248.350,-
	248.350



Tabel 3.2 Data Ijin masuk dan alokasi dana

D. Kelemahan dan Kekuatan Internal 
Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain :
a. Belum tersedianya payung hukum (Perda Investasi), 
b. Standar Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat    sebagai tolak ukur kinerja pelayanan,
c. Belum memiliki sertifikat ISO 9008-2001 sebagai tolak ukur mutu pelayanan,
d. Terbatasnya sarana dan prasarana kantor,
e. Tersedianya Peta Potensi Investasi untuk pengembangan usaha   bagi investor,
f. Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal dilaksanakan  secara cepat, mudah, transparan sesuai prosedur yang ditetapkan.

E. Peluang dan Tantangan Eksternal  
1. Peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain : 
a. Dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten terhadap terhadap pelaksanaan investasi di daerah;
b. Banyaknya investor yang ingin membuka, mengembangkan maupun memperluas usahanya di Kebumen;
c. Meningkatnya peran/kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam memenuhi kelengkapan persyaratan perizinan usahanya;
d. Tersediaya peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman penerbitan perizinan dan penanaman modal;
e. Perkembangan dunia usaha akibat pengaruh pasar global;
2. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain 
a. Belum diterbitkannya UU/Peraturan Menteri/Perda terkait terhadap penerbitan perizinan tertetu dan penanaman modal, sementara di daerah sudah ada pemohon yang melakukan/membuka usaha,
b. Dukungan pemerintah/masyarakat terhadap investor yang mau masuk belum optimal,
c. Dukungan fasilitas, sarana dan prasarana investasi tidak memadai,
d. Belum adanya akses informasi untuk kepentingan para calon penanaman modal dan pengurusan izin.

F. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini. 
Berdasar hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman, terdapat permasalahan yang cukup mempengaruhi kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen antara lain:
a. Terbatasnya sumber daya manusia yang meliputi jumlah dan kompetensi terhadap tugas. Jumlah sumber daya manusia yang sedikit, sangat sulit untuk dilakukan pemilahan tugas. Padahal idealnya sebuah intitusi yang menanggani pelayanan dipisahkan antara petugas yang berada di front ofiice (pelayanan) dan back office (pemrosesan). 
b. Kompetensi pendidikan masih jauh dari yang diharapkan. Mengingat tugas pelayanan yang terkait dengan perizinan memerlukan ketelitian, kecermatan dan  daya analisis yang tinggi terhadap berkas permohonan, maka petugas di front office minimal berpendidikan sarjana (hukum/administrasi negara). Demikian pula petugas back office (pemrosesan) harus memiliki kompetensi pengetahuan terhadap berkas yang diprosesnya.
c. Sarana dan prasarana masih jauh dari standar minimal sebuah kantor yang menangani pelayanan. Pemrosesan yang masih dengan cara manual dan penyajian informasi masih sangat terbatas (belum terintegrasi dengan teknologi informasi). Hal ini mempersempit akses informasi masyarakat terhadap kebutuhan informasi perizinan dan penanaman modal. 
d. Tata ruang/bangunan dan mebeluer belum sesuai dengan standar minimal pelayanan.   
e. Regulasi (Undang-Undang, Peraturan Menteri terkait, Perda dll) masih sangat terbatas. 


G.  Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada tupoksi.
Mencermati hal-hal yang telah diuraikan di muka, maka rumusan perubahan yang akan ditempuh dalam kerangka pencapaian visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen adalah:
a. Tercukupinya sumber daya manusia yang meliputi jumlah dan kompetensi terhadap tugas. 
b. Tersedianya tenaga yang memiliki kompetensi terhadap tugas baik petugas front office maupun back office. 
c. Tercukupinya sarana dan prasarana kantor sesuai dengan standar minimal sebuah kantor yang menangani pelayanan, termasuk terpasangnya internet dan  telah menggunakan teknologi informasi. 
d. Tersedianya tata ruang/bangunan dan mebeluer yang memadai, seperti tersedianya halaman, taman parkir, mushola, kantin, ruang customer service, ruang tunggu, pelayanan dengan menggunakan touch screen (persyaratan dan pemrosesan dapat dilihat langsung dengan alat ini).
e. Tersedianya regulasi yang sesuai dengan lapangan usaha di daerah, dengan membuat peraturan yang sesuai dengan peraturan diatasnya. 

Dari rumusan permasalahan dan rumusan perubahan, maka para staf yang ada di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kebumen seharusnya memiliki kemampuan teknis di bidang perumusan kebijakan, teknis penyusunan anggaran, kemampuan berpikir konspetual dan analitis, cerdas dalam mengikuti perkembangan dan tanggap dalam menangkap peluang, bersikap jujur, disiplin, memiliki rasa tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi, tidak bersifat ego sektoral  serta memiliki rasa kebersamaan, dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas.
Sisi lain yang perlu diperhatikan adalah membangun kembali Budaya Kerja Positif. Hal ini diawali dari pengelolaan disiplin dalam pelaksanaan kerja, penggunaan pakaian dinas, ketepatan waktu serta penampilan diri yang dapat mengangkat citra seorang aparatur negara di bidang pelayanan masyarakat, sehingga pemahaman tentang etika sopan santun, saling pengertian dan saling menghargai perlu senantiasa dimiliki oleh para staf. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan berkoordinasi dan berkomunikasi baik antar karyawan, antar pejabat struktural maupun dalam memberi pelayanan. 
Sebagai SKPD Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) kedepan harus memiliki sarana prasarana yang memadai dan memiliki regulasi terkait untuk kelancaran tugas. Disamping itu kedepan perlu meningkatkan  struktur lembaga dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional, efisien dan efektif yang dapat dilaksanakan melalui : 
	1.	Pemanfaatan SDM berdasarkan Analisis Kompetensi Jabatan;
	2.	Perbaikan komposisi dan distribusi PNS berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 	3.	Pemberian Tambahan Penghasilan  Pegawai  melalui  Analisis Beban Kerja.
   Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen sebagai Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ideal dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kedepan secara bertahap diharapkan:
1. Penyelenggaraan pelayanan publik dipusatkan hanya kepada satu lembaga yang ditunjuk (Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen).  
2. Prosedur, biaya dan waktu proses jelas dan transparan yang dituangkan ndalam Standart operating Prosedur/SOP  sebagai pedoman resmi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen,  aparatur pemerintah dan publik, untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memberi kepuasan masyarakat penerima layanan.
3. Untuk menghindari pungutan liar, penerimaan berkas dan pemrosesan ditangani oleh bagian yang berbeda yaitu penerimaan oleh front office sedangkan pemrosesan berkas oleh back office.
4. Penyederhanaan persyaratan dalam arti tidak perlu diulang-ulang untuk permohonan lebih dari satu ijin. 
5. Pemrosesan berkas ijin yang masuk harus ada kerjasama dengan kepala seksi yang terkait, termasuk penanganan pengaduan/masalah. 
6. Tersedianya kesejahteraan bagi semua karyawan secara merata   melalui alokasi anggaran pemberian honor peningkatan Pelayanan Perizinan. 
7. Peningkatan intensitas metting kasi maupun staf secara berkala maupun insidentil minimal 3 bulan sekali.	
8. Sumber Daya Manusia Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen sesuai dengan kompetensinya.
9. Akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui implementasi e-gov.

H. Rumusan Perubahan Internal dan eksternal yang perlu dilakukan 
	       Sebagai penjabaran dari misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen, maka perubahan internal dan eksternal  yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :
a. Terwujudnya pelayanan prima dibidang perizinan dan penanaman modal,   
b. Terlaksananya penyebarluasan informasi PTSP dan penanaman modal baik melalui media cetak maupun media elektronik,  
c. Meningkatnya kualitas dan kinerja sumber daya manusia di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen, sehingga bisa melaksanakan tugas pelayanan publik dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku, 
d. Tersedianya sarana dan prasarana serta tenaga pelayanan yang cukup jumlah dan mutunya, 
e. Tergalinya potensi investasi daerah secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, 
f. Terwujudnya kerjasama penanaman modal diberbagai bidang usaha. 
Untuk mencapai perubahan eksternal pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal 2016-2021 yang realistik dan proporsional ditetapkan beberapa pertimbangan yang dijadikan rujukan terjadinya perubahan eksternal yaitu: 
1. 	Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen mendapat dukungan dan komitmen dari semua karyawan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen. 
2.	Sumber Daya Manusia Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen sesuai dengan kompeten tersedia cukup dan dapat didayagunakan secara maksimal.
3.	Regulasi dan kebijakan pembangunan bidang pelayanan publik mendukung program-program yang ditetapkan dalam Renstra kantor.
4.	Sarana dan prasarana, serta pendanaan yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal tersedia secara memadai. 
5.	Stabilitas politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya tekendali.
6.	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik berjalan efektif.
7.	Stakeholder dan satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya mendukung dan berperan secara porporsional dalam pembangunan peningkatan pelayanan publik.
